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Abstract

This study aims to determine the implications of the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XII /
2015 and the legal consequences for making the marriage contract after the Constitutional Court ruling
on the status of property and third parties who feel aggrieved over the agreement. This study is a
normative by using approaches Act (statuteapproach) and the conceptual approach
(conseptualapproach). The data used is secondary data in the form of primary legal materials, secondary
and tertiary. The results showed that the implications of the Constitutional Court Decision No. 69/ PUU-
Xlll / 2015 against the deed covenant marriage after the wedding before a Notary change the legal
mechanism of making the marriage contract that can now be created during the marriage bond takes
place by the Notary without preceded by court decision authorized. While the legal consequences of the
marriage covenant deed after mating before the Constitutional Court ruling that the changes to the
property status of husband and wife and binding upon both parties and against third parties. Later than
it was after the Constitutional Court the legal consequences of making the marriage contract after the
wedding on the status of joint property inherent (closely related) to the time of entry into force of the
agreement and binding on third parties.

Keywords: Marital agreement, the notary, the constitutional court’s decision

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
X11/2015 dan akibat hukum atas pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK terhadap status
harta dan pihak ketiga yang merasa dirugikan atas perjanjian tersebut. Penelitian ini merupakan
penelitian normative dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conseptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang
berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian
perkawinan setelah kawin yang dibuat dihadapan Notaris merubah mekanisme hukum pembuatan
perjanjian perkawinan yang kini dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh Notaris tanpa
harus di dahului dengan penetapan pengadilan yang berwenang. Sedangkan akibat hukum pembuatan
akta perjanjian perkawinan setelah kawin sebelum Putusan MK vyaitu terjadinya perubahan terhadap
status harta suami-istri dan mengikat kedua belah pihak serta terhadap pihak ketiga. Kemudian
daripada itu pasca Putusan MK akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setalah kawin terhadap
status harta bersama inheren (berkaitan erat) dengan waktu mulai berlakunya perjanjian tersebut dan
mengikat terhadap pihak ketiga.

Kata-kata Kunci : Perjanjian perkawinan, notaris, putusan mahkamah konstitusi

Pendahuluan
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Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dimana para pihak yang dapat
melakukannya telah ditentukan oleh hukum dan terhadapnya akan menimbulkan suat
akibat hukum bagi para pihak tersebut. Perbuatan hukum demikian ituakan melahirkan hak
dan kewajiban bagi suami dan istri yang telah berjanji metkgikadiri satu sama lain
secara lahir dan batin dan oleh karenanya akan mempunyai akibat hukum bagi kedua pihak
tersebut. Perkawinan yang sah menurut hukum adalah suatu perbuatan hukum, sehingga
konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah akan menimbulkan akibabbkdmm
saja bagi kedua belah pihak suami istri namun juga bagi pimadéaigan siapa salah satu
pihak atau kedua-duanya (suami-istri) tersebut akan mengadakan hublouigam
dikemudian hari. Dengan demikian perkawinan itu merupakan salah satu perbuatan hukum
dalam masyarakat, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang oleh hdikemkan akibat-
akibat.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagai suatu unifikasi hukum dibidang perkawinan yang menganyteaapésahan harta
sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) disdialikenharta benda
yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama damymtd@) selanjutnya
menyebutkan bahwa harta masing-masing suami dan istri, danbleada yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah E@Emguoassing-masing
sepanjang tidak ditentukan lain. Terlihat diantara ketentuan yangr diegth Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan KUHPerdata tpetapdtian,
dimana didalam KUHPerdata mengatur kekayaan dari suami dararggrdjpbawa kedalam
perkawinan dicampur menjadi harta persatuan, yaitu harta kekdgaama diantara
mereka, sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangirRarkaw
harta perkawinan yang dibawa kedalam perkawinan (harta baw#am)ntenjadi milik
masing-masing dan yang tercampur menjadi satu hanyalah teartp dyperoleh dari
dan/atau selama perkawinan berlangsung (harta gono gini).

Namun disamping itu terdapat persamaan diantara peraturan teragbukedua
peraturan tersebut memberikan kesempatan bagi pasangan stmamé&mutuskan untuk
menentukan lain terhadap harta baik yang diperoleh sebelum dan/atdah sete
berlangsungnya perkawinan, hal ini merupakan suatu penyimpangadipanarkan oleh
hukum yang ditentukan secara limitatif melalui pembuatan perjanjian perkawina

Perjanjian Perkawinan atau sering disebut dengan perjanjian @l taksebut
dikenal dalam KUHPerdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
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Perkawinan yang merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh sgmadan suami istri
dihadapan notaris yang menyatakan bahwa mereka telah sepakat emikahpemisahan
atas harta benda mereka masing-masing dalam perkawinan mefaekarkaka setelah
dibuatnya perjanjian tersebut maka semua harta baik yang diperebelum maupun
selama berlangsungnya perkawinan kelak adalah hak dan tetap inmeiijadnereka
masing-masing, demikian pula dengan hutang-piutang dari masing-mdsakgeqriesebut
kan tetap menjadi hak dan tanggungjawab dari masing-masing pimguknganiliki hutang
piutang tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata psalkalB8 yang
menyebutkan bahwa“dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kémtuaiuazami isteri
adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturag-undang sekitar
persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tiddiayang baik atau tata
tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah miiyaA bahwa
Perjanjian perkawinan adalah perjanjian mengenai pengaturan terhadapenald suami-
isteri yang diperoleh baik sebelum dan selama perkawinan mbéekangsung, yang
merupakan suatu penyimpangan yang dibenarkan oleh hukum dari asas atgangola
ditetapkan oleh undang-undang.

Mengenai syarat perjanjian perkawinan itu diatur pada Pasal 29 ghubatang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada intinya menyebutkan bgdmjiaper
perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, maupun dengan perjarnjiis yang
disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itgsoerpatau pada
saat perkawinan berlangsung dan Perjanjian Perkawinan tensetbait berlaku sejak
perkawinan itu dilangsungkan, serta tidak dapat dirubah, kecuali daa belah pihak ada
persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Apabila
pendaftaran perjanjian tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negem heja dilakukan
dan belum dicatat dalam Akta Perkawinan Catatan Sipil, maka gaak ketiga boleh
menganggap suami-isteri itu kawin dalam percampuran harta kekayaan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan pada saat ini lagka
menjadi suatu hal yang tabuh bagi masyarakat Indonesia, apaiagiqtaris sudah terbiasa
untuk membuat akta perjanjian pernikahan tersebut, dilaksankannya bblUtessmata-
mata untuk melindungi harta benda yang diperoleh masing-masing pihak, agar dikemudian
hari terhadap konsekuensi hukum atas suatu perbuatan hukum dapat
dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang melakukannyeygsehidak
melibatkan harta yang diperoleh masing-masing pihak.
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Namun hal yang menarik dari perjanjian perkawinan ini ialamdakl pelaksanaan
perjanjian perkawinan, dimana berdasarkan ketentuan yang diatur baik dalaneidatdP
Pasal 147 maupun Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 29 menyebutkan bahwa
perjanjian perkawinan dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawaragsdiigkan,
namun fenomena yang terjadi dimasyarakat bahwa adanya perjggi&awinan
dilaksanakan setelah perkawinan tersebut berlangsung berdasarkapaepengadilan,
seperti halnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta TimurorN&6v/Pdt/P/2005/
PN.Jkt.Tim., dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 186 KUHPerdata di atas bahwa $edam,
perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilaksanakannya perkawiaaggap sah
menurut hukum apabila telah mendapatkan penetapan pengadilan terlebih aiznygun,
alasan yang telah ditentukan. Hal ini menimbulkan suatu ketidakpstiam, karena
berdasarkan Pasal 147 KUHperdata maupun Undang-Undang Perkawinan @hd® Pas
secara eksplisit menyebutkan bahwa perjanjian perkawianan dapstdhkan pada saat
atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan.

Pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya
Nomor 69/PUU-XI11/2015 memberi tafsir konstitusional terhadap P2&alat (1), (3), dan
(4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanatas permadhonike
Faridayang inti amarnya menyebutkan bahwa sepanjang tidak dimpkranjian
pernikahan dapat dilangsungkan “selama dalam ikatanperkawinan”, rasad@mikian
itu menurut Mahkamah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkorwstdalsi
bersyarat).

Artinya bahwa berdasarkan Putusan MK tersebut terhadap PagaltZ9)a(3), dan
(4) Mahkamah menerapkan interpretasi ekstensif sehingga mengakibatkasan norma
dalam Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) terhadap pelaksanaan perjanjian perkawimndakkini t
terbatas hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum penkdeisabut
dilangsungkan, melainkan juga selama dalam ikatan perkawinanan panjigerj
perkawinan dapat dilaksanakan oleh suami-istri atas persetujuamaeBxngan demikian
dalam hal ini MK mengedepankan penerapan hukum progresif untuk merkebuhihan
hukum atas fenomena yang terjadi di masyrakat terhadap resiko-yasig mungkin saja
dapat timbul dari harta bersama dalam perkawinan, baik dikarepakarjaan suami dan
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istri yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sampai padapndréai, maupun
dikarenakan akibat hukum atas Pasal 21 ayat (1) dan (3) UUPA.

Perjanjian Perkawinan setelah kawin sebelumnya tidak dikenadetau dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pasca Ritusan
terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) yang menurut Mahkamahharusémali juga
dapat dilakukan pada saat telah berlangsungnya ikatan perkawitéla aga persetujuan
bersama antara suami dan istri, hal ini akan menjadi permaséalakam ketika Putusan
MK tersebut dihadapkan dengan ketentuan Pasal 186 KUHPerdatangaiggtur proses
pembuatan Akta Perjanjian Kawin setelah kawin (pemisahan hagay ¥arus
mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka menjadi pemitirkgdikaji lebih
jauh implikasi hukum atas Putusan MK yang mempengaruhi sistem hukuamjiaer]
perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974gtentan
Perkawinan, dimana pasca Putusan MK mengalami perubahan secara intakmadap
Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) yang menurut Mahkamah haruslah dimagaailapat
dilakukan pada saat telah berlangsungnya ikatan perkawinan apdbil@ersetujuan
bersama antara suami dan istri, hal demikian tersebut akarpbkaisnterhadap pembuatan
Akta Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan olelsrdza akibat hukum
dari perjanjian perkawinan terhadap status harta yang telatadnémrta bersama serta
terhadap pihak ketiga, hal inilah yang menjadi perhatian penulis sehimggaik untuk
ditelusuri dan dikaji.

Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian di atas, maka rumusan masalah dalamtigenigl di
antaranyapertama, bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XIIl/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelaim kawg dibuat di
hadapan NotarisKedua, bagaimana akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan
setelah kawin sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/RRQL5

terhadap status harta bersama dan pihak ketiga yang dibuat di hadapan Notaris?

Tujuan Pendlitian

Untuk mengetahui implikasi Putusan akibat hukum pembuatan akta perjanjian
perkawinan setelah kawin sebelum dan pasca Mahkamah Konstitusi NomatU69/P
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XII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelam kgamg dibuat
dihadapan notaris.

M etode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan
Undang-undangs(atute approach) dan pendekatan konseptuadriseptual approach). Data
yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum. Bahan hukbm adal
informasi atau keterangan yang benar mengenai objek pemegigtiay terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum fedd@r, karena itu bahan
hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum paingeteydiri
dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penepgain Jadang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan PemerintkbaRela
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor69/PUU-XIII/2015 tanggal 27
Oktober 2016. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku dan diktat-dekedtilit
tentang Perdata, Perkawinan, dan serta, yakni bahan-bahan hukumtbksapaulisan
hukum yang dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian, disertasi, jurnallapakikel, dan
bahan-bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan
hukum tersier, yang terdiri dari bahan hukum yang berisi penjelasdardang berbagai
istilah-itilah yang terkait dengan objek penelitian ini, yaitumkis hukum, kamus bahasa
Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini menggunakan teknik Studi
Dokumen. Yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang eran¥aita
dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan noletmpeformasi
dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ddajuSsga teknik
pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen ini didukung dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara, Yaitu mengadakan tangé gecara langsung
kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan objek penelitianatSbtdtan hukum
terkumpul kemudian dinalisis secara kualitatif, yaitu dari bainaktum yang diperoleh
kemudian disusun secara sistimatis kemudian dianalisa secaratkuahtuk mencapai

kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis kadatah suatu cara

!Suryono Sukanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, cet empat balas (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2012), hlm. 12-13.
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menganalisis bahan hukum penelitian yang menghasilkan data deskmgatisis.
Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan ramntgrpretasian
secara logis, sistimatis. Logis sistimatis menunjukan barpikir deduktif-induktif dan
mengikuti tata tertib dalam penulisan penelitian ilmiah. Setahathisi data selesai maka
hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkamefaggambarkan

apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil Penditian Dan Pembahasan

Implikas Putusan Mahkamah Konstituss Nomor 69/PUU-XI111/2015 Terhadap
Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat di Hadapan
Notaris

Ketentuan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur ain dal
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai
pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin dilangsungkan. KetentarmnRiesal 29
Undang-Undang tersebut yang pada intinya hanya mengatur naéngerjanjian
perkawinan yang dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dil&agsuragnun
dalam fenomena perkembangannya di masyrakat (praktek) dapat dpemgamnjian
perkawinan yang dibuat pada saat ikatan perkawinan berlangsung yayen ddasan
tertentu antara suami-istri tersebut baru membuat perjanjidkcavgean, adapun hal
demikian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dengan dasar bahwa perjanjkéande
itu haruslah didahului dengan mangajukan permohonan ke pengadilan yang beagamang
mendapatkan suatu penetapan dari hakim, seperti penetapan pengadilan di bgaitah ini
1. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/P/200kt.Pikh., dan 2.
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 459/Pdt/P/2007/PN.Jkt. Tim

Selanjutnya setelah mendapatkan penetapan pengadilan terselpithgafauami-
istri) barulah dapat membuat akta perjanjian perkawinan sétaeh kehadapan Notaris.
Karena berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Pahd tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik merg@oai gerbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangam dan/a
yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalameaki&,ahenjamin
kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberika®,gsasinan dan

2 H.B. Sutopo. Metodologi Penelitian Hukun Kualitaif Bagian 11, (Surakarta : UNS Press, 1998), hlm. 37.
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kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tida#tijugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Oleh karena itu bila dikaitkan antara Pasal tersebut (kewemawjaris) dengan
perjanjian perkawinan setelah kawin yang telah terlebih dahulu mekdap&netapan dari
pengadilan, maka dapat diartikan bahwa walaupun perjanjian demikianaiksasibkan
pada saat perkawinan berlangsung dengan terlebih dahulu mendapatkaparedari
pengadilan namun tidak mengurangi esensi dari wewenang Notarisigesjaat umurh
dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan tersebut. Kemudian ddarijpa akta
perjanjian yang telah dibuat di hadapan Notaris tersebut didaftpddm instansi yang
diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk mencatatkaruny2iryas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (K4dAai ssubjek
hukumnya! Jika akta perjanjian perkawinan tersebut kemudian tidak didaftarkka ma
dengan sendirinya secara hukum tidak mengikat bagi pihak ketiga.

Hal demikian itu sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Ubdalagg
Perkawinan, perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat iRefdawurut
Alwesius “disahkan” dalam kalimat ketentuan Pasal 29 ayat Udglang-Undang
Perkawinan tidak berarti apabila perjanjian perkawinan tersebut tdahkan oleh
Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian perkawinahuetslak sah. Menurutnya
“disahkan” dalam kalimat tersebut artinya adalah bahwa perapgakawinan tersebut
harus “dicatat”, dan apabila perjanjian perkawinan tersebut tidalativaka perjanjian
perkawinan tersebut tidak mengikat pihak kefiga.

Namun pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PU204H
tanggal 21 Maret 2016 terjadi perubahan yang berkaitan dengan pempagtmnjian
perkawinan, putusan tersebut atas permohonan seorang warga negara Inghnggsia
melakukan perkawinan campuran, yang melangsungkan perkawinan denganearipat
perjanjian perkawinan. Seiring waktu berjalan pasangan tersebutpmakised untuk
membeli rumah/rumah susun, akan tetapi karena peraturan yang betkkukdateks

3 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta
otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

4 Setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan (tanggal 2 Januari 1974/setidak-tidaknya sesudah
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) perjanjian perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil
atau Kantor Urusan Agama.

> Alwesius, Pembuatan Perjanjian  Perkawinan Pasca  Putusan = Mahkamah  Konstitusi
betp:/ [ abwesins. blogspot.co.id/ 2016/ 11/ pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.biml, diakses pada tanggal 3 Januari 2017.
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hukum tanah nasional yaitu ketentuan pada UUPA dianutnya asas ntesogahg artinya
bahwa hanya WNI saja yang bisa memiliki hak atas tanah di Indori@eh karena itu
kemudian pasangan perkawinan campuran tersebut mengajukan pernuumstimional
review (pengujian konstitusional) ke Mahkamah Konstitusional kerana telasanera
dirugikan dengan adanya Pasal 21 ayat (1), dan ayat (3),38amgt (1) UUPA, Pasal 29
ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat dan Pasal 35 ayat (1) Undang-UndangiRarka

Selanjutnya atas permohonan demikian itu MK berpendapat dalammipangan
hukumnya menyebutkan bahwa: Tegasnya, ketentuan yang ada dsaty@imengatur
perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat penkasviaagsungkan,
padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami-istri yantakaesan tertentu baru
merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian kawin selama ikkztiam
perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nlohabwun 1974
perjanjian demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilagkgo dan harus
diletakkan dalam suatu akta Notaris. Perjanjian Perkawinan i tmeflaku antara suami
dan istri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dBlanganjian perkawinan
tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan istri, akabditientangan
dengan Undang-Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan, adapun terttakiap be
dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak diberikan kebedtasan
kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai dengan hukum “kebebasan berkontrak”).

Frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dakahZ@aayat
(1), frasa”... sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 293%yalan frasa “selama
perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undamg@rNL Tahun 1974
membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan
“perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2)194®sebagaimana
didalilkan pemohon. Dengan demikian, frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan
dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahunadlah
bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang iiddkali termasuk pula
selama dalam ikatan perkawinan.

Putusan MK yang demikian itu, akan memperoleh kekuatan hukum tetap dan
mengikat sejak setelah diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk Suyamm, berarti
bahwa, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan meatgkat s

¢ Indonesia, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mabkamah Konstitusi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
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diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat diterfipalratd binding). Akibat
hukum Putusan MK di atas yang mengabulkan permohonan Pemohon ialah batskdan
mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap suatu norma hukum yang dimohehkan ol
Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini Pasal 29 ayat (1), (3), dddn@ng-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan amar Putusan MKsdi ata
inkonstitusional bersyarat, sehingga putusan yang demikian itu menciptakan suatun keada
hukum baru dekclaratoir constitutif) yang dalam hal ini MK sebagaimana disebut oleh
Hans Kelsen sebagaiegatif-legisator, sehingga Putusan MK tersebut sama dengan
perintah konstitusi.

Adapun kekuatan hukum dari Putusan MK terdiri dari kekuatan hukum mengikat,
kekuatan hukum pembuktian, dan kekuatan hukum eksekutorial. Kekuatan hukum mengikat
pada Putusan MK tidak hanya mengikat pihak-pihak berperkaeap@rtes), tetapi juga
mengikat dan/atau ditujukan bagi semua warga negara, lembaga/pejghie dan badan
hukum dalam wilayah Republik Indonesierga omnes). Oleh karena itu berdasarkan
penjelasan tersebut Putusan MK juga mengikat bagi Notargkuseglang memiliki
wewenang (pejabat) dalam pembuat akta perjanjian perkawindbins Kependudukan
dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) selaku pejabhg memiliki
wewenang untuk mencatatkan akta perjanjian perkawinan tersebut.

Fenomena yang terjadi dimasyrakat tersebut yang menjadissdiapertimbangan
Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasal-pasal demikian itu inkoiwstals
bersyarat sebagaimana pertimabangan hukum Mahkamah Konstituselgdmdi uraikan
di atas, hal ini semata-mata dilakkukan Mahkamah Konstitusi m@naberikan kepastian
hukum dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945 bagi masyarakat atas hak
konstitusionalnya dalam membuat suatu perjanjian (asas kebebdsamtad) dalam hal
ini perjanjian perkawinan, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mekdlah satu
kewenangannya yang diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945neitguji Undang-
Undang terhadap UUD 1945 mengeluarkan suatu Putusannya yang progtegi
mengakomodir kebutuhan hukum dimasyarakat.

Namun demikian terkait pencatatan perjanjian perkawinan yang dibpahjang
perkawinan harus diperhatikan juga bahwa di dalam praktek ternyagdn nerdapat
hambatan-hambatan teknis didalam melakukan pencatatan perjamkawipan tersebut,
ini terjadi karena ternyata ada pejabat kantor catatan sipi) y'\anya berpegang pada

petunjuk teknis terkait dengan pencatatan perkawinan, dengan mengabadé@nake
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peraturan perundang-undangan yang berlaku perihal pencatatan perkawipanadatan
perjanjian perkawinan tersebut. Hambatan tersebut terjadi olehakdre&lalam Formulir
(Formulir F2.12) yang digunakan untuk melakukan pencatatan perkawinaebutetislak
terdapat kolom mengenai perjanjian perkawihan.

Demikian juga terhadap pencatatan perjanjian perkawinan giangt pada saat
perkawinan berlangsung tentunya akan menghadapi hambatan yang sansagdysnm
ada ketentuan baru yang mengatur tata cara pencatatan pegankawinan yang dibuat
pada saat perkawinan berlangsung tersebut. Untuk mengatasi harebsgbatttentunya
Menteri Dalam Negeri harus segera mengeluarkan peraturaait tddngan pencatatan
perjanjian perkawinan, termasuk mengenai pencatatan perjanjkawean yang dibuat
sepanjang perkawinan, yang segera diikuti dengan dikeluarkannya pdgkmjigkperihal
pencatatan perjanjian perkawinan tersebut. Oleh karena itu sepdghmg adanya
ketentuan mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuadgaadaerkawinan
berlangsung maka tentunya pencatatannya belum dapat dilakukan, dda pggdonjian
perkawinan tersebut belum dicatat maka perjanjian perkawinabtersdak mengikat
pihak ketiga dan hanya berlaku dianatara para gihak.

Akibat Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Sebelum Dan
Pasca Putusan Mahkamah Konstituss Nomor 69/PUU-XI111/2015 Terhadap Status
Harta Bersama Dan Pihak Ketiga Yang Dibuat Dihadapan Notaris

Akibat Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Sebelum
Putusan Mahkamah Konstituss Nomor 69/PUU-XI111/2015 Terhadap Status Harta
Bersama Dan Pihak Ketiga

Pembuatan akta perjanjian perkawinan pada umumnya menimbulkanhakibat
terhadap status harta maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentiagahadgi
penelitan yang dilakukan penulis mengenai Penetapan Pengadilan Negeri
Nomor207/Pdt.P/2005/PN.Jkt. Tim dan Penetapan Pengadilan Negeri
Nomor459/Pdt.P/2007PN.Jkt. Tim. menemukan beberapa Akibat hukum dari Penetapan
Pengadilan Negeri tersebut yaitu:

Akibat Hukum Terhadap StatusHarta

Adapun akibat hukum terhadap status harta dari kedua Penetapan Pengadiian Nege
Nomor207/Pdt.P/2005/PN.Jkt. Tim dan Penetapan Pengadilan Negeri
Nomor459/Pdt.P/2007PN.Jkt.Tim ialah terjadinya pemisahan harta yangursaial

7 Alwesius, ... Op. Cit.
8 Ibid.
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menjadi harta bersama menjadi harta masing-masing para pihagrdadap harta-harta
lain yang kemudian hari timbul setelah tanggal penetapan tetstduterpisah satu dengan
yang lainnya, sehingga tidak ada lagi berstatus harta bersama.

Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga diatur dalaral R&8 Kitab
Undang-UndangHukum Perdata yang berbunyi : “Ketentuan yang tercantum dalam
perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan rierlamg-
Undang seluruhnya atau untuk sebagian, tidak akan berlalu terhadap pipakdedtelum
hari ketentuan-ketentuan itu dilakukan dalam suatu register umum, Rgangs
diselenggarakan untuk itu di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri,mamray dalam
daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau, jikavaean berlangsung
di luar negeri, di Kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya’ké&eantuan di
atas dapat diketahui bahwa suatu perjanjian perkawinan dapab@itaku bagi pihak
ketiga, setelah perjanjian perkawinan tersebut didaftar di Kepaniteragadian Negeri.

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 147 Juncto Pasal 152 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa sejak perkawinan dilangsungkanjigoer
perkawinan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya ya#tmgaassuami istri,
sedangkan perjanjian perkawinan baru berlaku terhadap pihak ketiga sijtéirkian di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Namun setelah barlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan maka pendaftaran atau pencatatan akta perjanjian perkawihiarkedaas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). M &asal 29
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebuafigrerj
perkawinan dapat mengikat terhadap pihak ketiga apabila perjanjian tersabkadiatau
didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan maka dengdimirgs@ perjanjian
perkawinan tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap pihak ketiga.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Padal 50
disebutkan perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepadailpeicadan pihak
ketiga, terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinandgigzan pegawi pencatat
nikah. Maka dengan keadaan tersebut akibat hukumnya terhadap pihak ketiga adalah pihak
ketiga selama perjanjian perkawinan belum didaftarkan dapatnsapganggap bahwa
perkawinan berlangsung dengan harta persatuan. Sehingga apaidapersangkutan
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utang dengan suami atau istri, penyelesainannya dilakukan dengjdratkan harta
bersama.

Sedangkan pembuatan perjanjian perkawinan yang didasarkan penetapan
Pengadilan Negeri yang hubungannya terhadap pihak ketiga akan bejkuanggal
penetapan Pengadilan Negeri dikeluarkan, sehingga pihak ketiga dalaim hdbk
mendapatkan kerugian jika terjadi sesuatu dikemudian hari, karerfaaial&esepakatan
pemisahan harta sebelumnya, dengan alasan-alasan sepgrdigjakan di Pengadilan
Negeri Jakarta Timur. Namun demikian jika pihak ketiga (kredibisa membuktikan
bahwa yang dijadikan jaminan hutang atau diperjanjikan sebagai jactata@am bentuk
apapun diperoleh sebelum atau sudah ada pada saat dikeluarkan penetgpdilaRe
Negeri maka pihak ketiga (kreditur) dapat menuntut pelunasaningégr harta bersama
dari suami istri. Sedangkan utang yang dibuat oleh salah satuspidwatk atau istri setelah
penetapan tersebut maka pihak ketiga dapat ditagih pelunasanagapepiak suami atau
pihak istri yang berhutang.

Perjanjian kawin setelah perkawinan diadakan tidak hanya mersgditab akibat
harta perkawinan setelah perkawinan berlangsung tetapi jubgadégr pihak ketiga.
Misalnya saja salah satu pihak suami atau istri yang meraptanah dan bangunan hak
milik mengadakan penjualan tanah dan bangunan, maka harus diperhatperjusi
memiliki tanah dan bangunan sebelum atau sesudah penetapan terselggaseinigan
sampai pihak ketiga yaitu pembeli dalam hal ini dirugikan atau ditofeh salah satu pihak
dari pasangan suami-istri tersebut dari penjual tanpa adansetipean untuk menjual
karena statusnya harta bersama karena tanah dan bangunaki debiélum dibuatnya
penetapan Pengadilan Negeri.

Mengenai  penetapan Pengadilan Negeri  Jakarta  Timur  Nomor
207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim, misalnya ada kaitanya dengan pihak katig&nreditur. Para
pemohon membuat perjanjian kawin pemisahan harta dikarenakan pemakrami) gng
bekerja dalam jabatannya sebagai direktur dalam suatu persenesaHaan Terbatas
dengan tanggung jawab sampai keharta-harta pribadi. Jika dikemudianemgadakan
hubungan hukum terhadap pihak lain setelah penetapan tersebut dan elapdiutkan
kerugian bagi Perseroan dimana tempat pemohon | (suami) bekekf tareggung
jawabnya sebatas pada harta-harta pribadi pemohon | (sidakilsampai kepada harta-
harta istri. Untuk penetapan Pengadilan Negeri Jakarta TimusmoN
459/Pdt.P/2007/PN.Jkt. Tim misalnya ada hubungannya terhadap pihakytigarang
tua. Jika terjadi hibah atau warisan berupa tanah dari orang tudakegaohon Il (istri)
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sebelum penetapan tersebut maka secara hukum terjadi percampuraapiadita tidak
dialihkan kepada subyek yang berhak sesuai dengan Pasal 21 Undang-Datar
Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun hibah ata
warisan berupa tanah maka tanah tersebut hapus karena hukum danatgetaitngada
Negara. Sehingga para pemohon mengantisipasi dengan cara mengajukantgmembua
perjanjian kawin berupa penetapan pengadilan Negeri. Penetapeyaditan Negeri
tersebut tidak akan merugikan pihak ketiga apabila dilaksanakgam&etentuan bahwa
harta yang diperoleh suami istri sebelum keluarnya penetapajadii@n Negeri tetap
merupakan harta bersama.

Menurut hemat penulis perjanjian perkawinan setelah perkawinan diadak#én
mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan tergthkala terdapat
sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada satu pinakasaa istri. Jadi
perjanjian perkawinan setelah kawin pada dasarnya selalu téekegaan persoalan harta
dalam perkawinan.

Akibat Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah

Konstituss Nomor 69/PUU-XI111/2015 Terhadap Status Harta Bersama Dan Pihak
Ketiga

Akibat Hukum Terhadap StatusHarta

Akibat hukum pembuatan perjanjian perkawinan setalah kawin terhadaplsiga
inheren (berkaitan erat) dengan waktu mulai berlakunya perjanjian terdebatas telah
diuraikan sebelumnya bahwa untuk perjanjian perkawinan yang dibuairsedtau pada
saat perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawijamjaper
perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Lalu bagaidergan
perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan pasca putusaapiigh
perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak pembuatan pemj@ejikawinan atau
berlaku surut sejak tanggal perkawinan.

Jika melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII1/2015 yalagnda
amarnya menyebutkan bahwa “Perjanjian tersebut mulai berlalak ggrkawinan
dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”. Misabahwa
terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawiganbg@rlaku mulai
terhitung sejak perkawinan dilangusngkan, kecuali ditentukan lain di dadajanjian
perkawinan yang bersangkutan. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undany Nohahun 1974
Perkawinan yang berbunyi “Perjanjian perkawinan mulai berlakuk segkawinan
dilangusngkan.” menurut Mahkamah Konstitusi harus dimaknai bahwa lyerbun
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“Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkanali ditentukan
lain dalam Perjanjian Perkawinan.” Bila tidak dimaknai sebagainaisa Mahkamah
Konstitusi maka terhadap pasal-pasal demikian itu dinyatakateb&ngan dengan UUD
1945.

Dibuatnya perjanjian perkawinan setelah kawin tersebut tanpardereggentukan
keberlakuannya maka konsekuensi hukumnya perjanjian tersebut mulai bejék
perkawinan dilangsungkan yang diikuti dengan status harta bersamediterpisah bila
dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, tanpa handapatkan
penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Karena matemrpegéajian yang dibuat
oleh para pihak yaitu perjanjian pemisahan harta yang dalam keitspasan berkontrak
para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan materi muatannya, doitahddlini
para pihak telah menentukan bahwa harta yang tadinya telalatberbfirta bersama
menjadi harta masing-masing pihak, maka secara hukum dapat dibendnkaggséarta
yang dimikian itupun yang diperoleh oleh suami-istri selama perkaviiedangsung baik
sebelum atau setelah dibuatnya perjanjian perkawinan menjddnmasiing-masing suami-
istri.

Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Putusan Mahmkamah Konstitusi dalam hal ini tidak saja mengatur mengenai akiba
hukum perjanjian perkawinan setelah kawin terhadap status harta, naraungagatur
secara implisit akibat hukum terhadap pihak ketiga. Putusan Mkotgrdalam amarnya
menyebutkan bahwa “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama ikalan
perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapafukemgaerjanjian
tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atausNe&idglah mana
isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Selanjutnya yang menjadi permasalahan dalam hal ini ialahinbaga caranya
untuk dapat mengetahui adanya pihak ketiga yang dirugikan terkajamgoembuatan
perjanjian perkawinan. Karena Putusan Mahkamah Konstitusi maupun Udddagg
Perkawinan tidak mengatur hal tersebut.

Undang-Undang Perkawinan hanya menentukan bahwa apabila perjajian
perkawinan tersebut telah disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinapemahgan
perkawinan tersebut baru dapat mengikat pihak ketiga. Maka terhadap $iahgguuh
sangat tidak adil bila seandainya terdapat suatu perjanjian pesgkawang dibuat
sepanjang perkawinan tersebut merugikan pihak ketiga, kemudian ajasjiger
perkawinan tersebut dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Defigkukannya
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pencatatan sehingga pihak ketiga terikat atas perjanjian pedw@wersebut, sementara
perjanjian perkawinan itu merugikan dirinya.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Alwesius pembuatan perjagijia@winan
demikian itu tentunya Notaris dalam hal ini tidak serta mergatbbesaja memberikan
bantuannya untuk membuat perjanjian perkawinan. Karena Notaris harus nolempe
kepastian bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut tidak merugikan pigrak ke

Berkaitan dengan hal tersebut Alwesius juga berpendapat, sephrjangdiatur
tatacara tersebut maka sebaiknya para Notaris di dalamankef@grmintaan pembuatan
akta perjanjian perkawinan terlebih dahulu meminta kepada para pihdkmatakukan
pengumuman di dalam surat kabar yang terbit di kota dimana pakabgiigomisili, yang
mempunyai peredaran yang luas dan tentunya ditempatkan pada hgemgamudah
terbaca

Sejalan dengan itu, guna melindugi pihak ketiga Habib Adjie berpenddpaa ba
ketika Notaris diminta untuk membuat perjanjian perkawinan yanmgaoel pada Putusan
MK ada 2 (dua) hal yang harus di perhatikan oleh Notaris yaituef)iMa daftar inventaris
harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yangladariumkan dalam akta;
2) Adanya atau membuat pernyataan bahwa harta-harta teidekyidrna ditransaksikan
dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun.

Berdasarkan urian pendapat ahli di atas dapat dilihat bahwa adaaya
kekawatiran dikalangan para Notaris maupun akademisi terhadap &kikam atas
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sepanjang pemerintah belum menp&xpkaran
teknis terkait mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan pagaoaan
Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kekuatan mengikat peamjggrkawinan
terhadap pihak ketiga apabila perjanjian tersebut dibuat berdas2ukasan Mahkamah
Konstitusi yang memberikan tafsir konstitusionalnya yang mekgataperjanjian
perkawinana juga dapat dibuat dalam masa ikatan perkawinan berlardgungga
mengikat pihak ketiga yang terkait.

Menurut hemat penulis kekawatiran tersebut timbul disebabkan oleh hakuian
dalam perjanjian perkawinan agar mengikat pihak ketiga harus didaftali Kantor
Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, dan pendaftaran atau pencatataut texdaku
juga untuk akta perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawirskuldih atau

9 Ibid.
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berdasarkan perintah pengadilan, dengan demikian perjanjian perkawinamliyaat
dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut agar n@hglké&etiga
harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.

Karena Putusan Mahkamah Konstitusi demikian itu tidak memerintagepun
tentang pendaftaran pencatatannya, apakah serta merta harwmldidadtau menunggu
aturan hukum lanjutan untuk pendaftaran/pencatataiiritabib Adjie bependapat yang
sekaligus memberikan solusi terkait hal tersebut yaitu baletedal perjanjian kawin
tersebut dibuat yang menagcu pada Putusan Mahkamah Konstitusi, nudem aj
permohonan penetapan ke pengadilan agar memerintahkan kepada KataorSipifaatau
Kantor Urusan Agama mendaftrakannya atau mencatatkannya. Sedemgan demikian
akibat hukum perjajian perkawinan tersebut dapat memberikan lkeplskum bagi pihak
ketiga.

Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimupkan peatiaea, Implikasi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta
perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat dihadapan Notambamemekanisme
hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang kini dapat dibuat selamag&etawinan
berlangsung oleh Notaris tanpa harus di dahului dengan penetapan pengaddan
berwenang. Karena pada mulanya ketentuan Pasal-pasal dalamgilhtiang
Perkawinan walaupun hanya mengatur mengenai perjanjian perkawaingugpat dibuat
pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, namun fenomeneaeryaaigdi
masyrakat dapat dijumpai perjanjian perkawinan yang dibuat paatapsakawinan
berlangsung yang dengan alasan tertentu antara suami-isiebue baru membuat
Perjanjian perkawinan, yang harus didahului dengan mangajukan permohonan ke
pengadilan yang berwenang agar mendapatkan suatu penetapan daridradsikenyudian
setelah itu barulah Notaris dapat membuatkan akta perjanjian pedkagetelah kawin
berdasarkan penetapan pengadilan tersebut.

Kedua, akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin sebelum
dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 terhadap Istata
bersama dan pihak ketiga yang dibuat di hadapan Notaris antarabdamasberikut(1)
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Akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin sebBeltusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang didasarkan atas tqgeare
Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap status harta bedsamaihak ketiga adalah
adanya perubahan terhadap status harta suami-istri yangaseemipakan harta bersama,
menjadi harta pribadi masing-masing suami-istri sesuai degygag disepakati dan
didasarkan dalam penetapan dari Pengadilan Negeri dan peratjamvinan yang dibuat
setelah kawin yang didasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakautaberlaku dan
mengikat kepada kedua belah pihak yang membuat dan mengikat pilggk degianjang
Penetapan pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin tersebutdrdgikan pihak
ketiga. (2) Akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII1/2015 terhadap statudleastama dan
pihak ketiga adalah pembuatan perjanjian perkawinan setalah kahadaprstatus harta
bersamainheren (berkaitan erat) dengan waktu mulai berlakunya perjanjissehet.
Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perjanjian perkawinan muikubsejak
perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanji&awiaan. Artinya
bahwa apabila para pihak tidak menentukan kapan perjanjian perkawiselbutemulai
berlaku maka demi hukum perjanjian perkawinan tersebut mulai beddkituhg sejak
perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian akibat hukum terhadap statulsdnsama
dibuatnya suatu perjanjian perkawinan setelah kawin tersebut yalag lmedau sejak
perkawinan tersebut dilangsungkan diikuti dengan status harta lbemsanjadi terpisah
bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut, begittejingalap harta
yang akan diperoleh dikemudian hari tetap milik masing-masing pihaka tharus
mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta. Kemkibian haikum
pembuatan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Kongtidksi dan
mengikat pihak ketiga. Pembuatan perjanjian perkawinan demikiaridék boleh
merugikan pihak ketiga. karena pembuatan perjanjian perkawinan seppajaaginan
berlangsung membawa akibat hukum terhadap perubahan status hukum ridatsiane
terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut.

Daftar Pustaka

Habib Adjie, Memahami Kedudukan Hukum: Perjanjian Perkawinan PasasaRut
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015 tentang Pengujian Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, materi disampaikan



[ ]
34 IKX Renalssance No. 1 VOL. 2 JANUARI 2017: 16 - 34
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